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TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Implementasi Good Government Governance
2.1.1.1 Pengertian Good Government Governance

Menurut Sutedi (2011:3) untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan
bersih maka perlu diterapkan konsep Good Government Governance (tata kelola
pemerintah yang baik) secara nyata.

Komite Nasional Kebijakan Governance berpendapat bahwa pemerintahan
di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar Good Gov-
ernment Governance (tata kelola pemerintah yang baik) yang telah diterapkan
standar internasional.

Go od governance dapat dipahami sebagai implementasi otoritas politik,
ekonomi, dan adminstratif dalam proses manajemen berbagai urusan public pada
berbagai level dalam suatu negara. (Wiranto, 2021:1)

Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2000 merumuskan arti Good Govern-
ment Governance ialah kepemimpinan yang mengemban, menerapkan, prinsip-
prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, demokrasi, efesiensi, efektivi-
tas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Menurut United National Development (UNDP) dalam Mardiasmo
(22:2018) mendefinisikan good governance adalah “the exercise of political, eco-

nomic, and administrative authority to manage a nations’s affair at all levels”.
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Kutipan ini dapat diartikan bahwa good governane lebih menekankan aspek poli-
tik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan keuangan negara.

Menurut Sukrisno Agoes (2011:101) Good Governance diartikan sebagai
suau sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi,
pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola pemerintahan
baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan
pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian Kinerjanya.

Menurut Pratolo dan Jatmiko (2017:24) menyatakan bahwa Good Govern-
ment Governance (GGG) adalah suatu penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip dokumentasi dan
pasar yang efisiensi, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan
korupsi, baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin
anggaran serta penciptaan legal dan kerangka politik yang baik bagi tumbuhnya
aktifitas usaha.
2.1.1.2 Karakteristik Good Governance

United Nations Development Programme (UNDP) dalam Mardiasmo
(23:2018) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance,
meliputi:

1. Participation
Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung
maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan
aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan

berbicara serta berpartisipasi secara kontruktif.
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. Rule of law

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

. Transparency

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memeroleh informasi. Informasi
yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh
oleh mereka yang membutuhkan.

. Responsiveness

Lembaga-lembaga public harus cepat dan tanggap dalam melayani stakehold-

er.

. Consensus orientation

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

. Equity

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memeroleh kese-
jahteraan dan keadilan.

. Efficiency and Effectiveness

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisiensi) dan
berhasil guna (efektif).

. Accountability

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

. Strategic vision

Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke

depan.
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2.1.2  Kompetensi Staf Akuntansi
2.1.2.1 Kompetensi
2.1.2.1.1 Pengertian Kompetensi

Menurut Sedarmayati (2017:11) mengatakan bahwa kompetensi lebih
dekat pada kemampuan atau kapabilitas yang diterapkan dan menghasilkan pega-
wai atau pemimpin atau pejabat yang menunjukkan kinerja yang maksimal dise-
but mempunyai kompetensi.

Marwansyah (2016:36) mengemukakan bahwa kompetensi adalah
perpaduan pengetahuan, keterampilan, sikap dan karakteristik pribadi lainnya
yang dipelukan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah pekerjaan, yang bisa
diukur dengan menggunakan standar yang telah disepakati, dan yang dapat diting-
katkan melalui pelatihan dan pengembangan.

Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Pasal 1 (10) tentang
Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan kerja se-
tiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja
yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Menurut Wibowo (2016:271) “Kompetensi adalah kemampuan untuk
melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan dan tugas yang dilandasi atas ket-
erampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh
pekerjaan tersebut”.

Edison, Anwar, dan Komariyah (2016:142) menyebutkan bahwa kompe-

tensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan
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benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut
pengetahuan (knowledge), keahlian (skill), dan sikap (attitude).

Selanjutnya, menurut Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A
Tahun 2003 Tanggal 21 November 2003 ditentukan bahwa kompetensi adalah
kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa
pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam pelaksanaan tugas jabatann-
ya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara
professional, efektif, dan efisien.
2.1.2.2 Staf
2.1.2.2.1 Pengertian Staf

Menurut KBBI staf adalah sekelompok orang yang bekerja sama mem-
bantu seorang ketua dalam mengelola sesuatu.

Zakaria (2019) mengemukakan bahwa staf dapat diartikan sebagai unsur
pembantu pimpinan yang melakukan sebagian pekerjaan yang menjadi tanggung
jawab pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi.
2.1.2.3 Akuntansi
2.1.2.3.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Hartono dan Rahmi (2018:2) akuntansi adalah suatu senin
(dikatakan seni karena perlu kerapihan, Kketelitian, kebersihan) pencatatan,
penggolongan, peringkasan, dan pelaporan dengan cara yang baik dalam unit
moneter atas transaksi-transaksi keuangan dan kejadian-kejadian lain sehubungan

dengan keuangan perusahaan dan menafsirkan hasil-hasil pencatatan tersebut.
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Sumarsan (2017:1) menjelaskan bahwa akuntansi adalah suatu seni un-
tuk mengumpulkan, megidentifikai, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta
kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan in-
formasi keuangan atau suatu laporn keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-
pihak berkepentingan.

Akuntansi menurut Agie Hanggara (2019:1) adalah proses identifikasi,
pencatatan dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat
senagai penilaian dan pengambilan keputusan.

Menurut Suwardjono (2015:10) menyatakan bahwa akuntansi dapat
didefinisikan sebagai seperangkat yang mempelajari perekayasaan penyediaan
jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu ling-
kungan negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut
kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan
keputusan.

Warren, dkk (2014:3) mengungkapkan akuntansi dapat diartikan sebagai
sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan
mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Selanjutnya, menurut James M Reeve, dkk (2013:9) akuntansi adalah
suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepent-
ingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan. Selain itu akuntansi
juga memberikan informasi untuk pihak lain yang berkepentingan dalam menilai

kinerja perusahaan.
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Menurut Samryn (2014:3) menyimpulkan bahwa secara umum akuntansi
merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi
menjadi informasi keuangan.

2.1.2.3.2 Prinsip Akuntansi

Berikut prinsip-prinsip akuntansi menurut Samryn (2014:24) yaitu:

1. Prinsip Biaya Historis
Prinsip ini mengandung naja bahwa akuntansi diselenggarakan dengan
menggunakan nilai-nilai yang sesungguhnya terjadi berdasarkan fakta pada
saat terjadinya transaksi dimasa lalu. Di Indonesia, penyimpangan ini dapat
dilakukan melalui evaluasi yang disetujui pemerintah.

2. Prinsip Pengakuan Pendapatan
Pendapatan diakui pada saat realisasi penyerahan ha katas barang atau jasa
kepada pihak pelanggan atau pembeli.

3. Prinsip Mempertemukan
Prinsip ini mengandung makna bahwa pendapatan yang harus dipertemukan
dengan baiaya atau pengorbanan dimana mengorbanan tersebut memberikan
manfaat.

4. Prinsip Konsistensi
Prinsip ini memberikan pengertian bahwa akuntansi harus diselenggarakan
dengan menerapkan metode dan prosedur akuntansi yang sama dengan peri-

ode sebelumnya.
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5. Prinsip Pengungkapan Penuh
Prinsip ini mengharuskan penyelenggaraan akuntansi dengan mengungkapkan

secara memadai atas semua item yang disajikan dalam laporan keuangan.

Menurut Bahri (2016:3) prinsip-prinsp akuntansi yaitu:

1. Kontinuitas Usaha (Going Concern)
Adalah kesinambungan usaha, konsep ini menganggap bahwa suatu perus-
ahaan akan terus berlanjut dan diharapkan tidak terjadi likuidasi di masa yang
akan datang,

2. Kesatuan Usaha (Business Entity)
Konsep ini menganggap bahwa perusahaan-perusahaan di pandang sebagai
suatu unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya.

3. Periode Akuntansi (Accounting Periode)
Adalah kegiatan perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan disusun
perperiode pelaporan.

4. Kesatuan Pengukuran (Measurent Unit)
Konsep ini menganggap bahwa semua transaksi yang terjadi akan dinyatakan
dalam bentuk uang (dalam artian mata uang yang digunakan adalah dari nega-
ra tempat perusahaan berdiri).

5. Bukti yang Objektif (Objective Evidences)
Informasi yang terjadi harus disampaikan secara objektif. Suatu informasi
dikatakan objektif apabila informasi dapat diandalkan, sehingga informasi

yang disajikan harus berdasarkan pada bukti yang ada.
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6. Pengungkapan Sepenuhnya (Full Disclousure)
Konsep ini menganggap bahwa hal-hal yang berhubungan dengan laporan
keuangan harus diungkapkan secara memadai.

7. Konsistensi (Consistency)
Konsep ini menghendaki bahwa perusahaan harus menerapkan metode
akuntansi yang sama dari suatu periode ke periode yang lain agar laporan keu-
angan dapat diperbandingkan.

8. Realiasi (Matching Expense With Revenue)
Prinsip ini mempertemukan pendapatan periode berjalan dengan beban peri-
ode berjalan untuk mengetahui berapa besar laba-rugi periode berjalan.

2.1.2.4 Kompetensi Staf Akuntansi

2.1.2.4.1 Pengertian Kompetensi Staf Akuntansi

Kompetensi staf akutansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam
penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki
kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna in-
formasi laporan keuangan (Nazrin,2017).

Menurut Badruzaman (2014) kompetensi staf akuntansi menjadi sangat
penting seiring dengan tuntutan masyarakat dan pemerintah pusat yang men-
syaratkan pemerintah daerah harus menyampaikan dan menyajikan laporan keu-
angan yang memenuhi standar, tanpa adanya staf akuntansi yang kompeten tentu

akan sangat sulit untuk menciptakan informasi keuangan yang berkualitas.
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2.1.2.4.2 Indikator Kompetensi Staf Akuntansi
Menurut Edison, Anwar, Komariyah (2017:143) menjelaskan bahwa un-
tuk memenuhi unsur kompetensi, seorang pegawai atau karyawan harus memen-
uhi unsur-unsur yaitu:
1. Pengetahuan (Knowledge)
Memiliki pengetahuan yang didapatkan dari belajar secara formal dan atau
dari pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus yang terkait dengan bidang peker-
jaan yang ditanganinya.
2. Keahlian (Skill)
Memiliki keahlian terhadap bidang pekerjaan yang ditanganinya dan mampu
menanganinya secara detail. Meski demikian, selain ahli, karyawan harus
memiliki kemampuan (ability) memecahkan masalah dan menyelesaikan
dengan cepat dan efisien.
3. Sikap (Attitude)
Menjunjung tinggi etika organisasi dan memiliki sikap positif (ramah dan
sopan) dalam bertindak. Sikap ini tidak bisa dipisahkan dari tugas seseorang
dalam melaksanakan pekerjaan dengan benar, ini merupakan elemn pentin
bagi usaha jasa atau pelayanan, bahkan memiliki pengaruh terhadap citra pe-
rusahaan atau organisasi.
2.1.3  Kualitas Informasi Akuntansi
2.1.3.1 Pengertian Kualitas Informasi Akuntansi
Romney dan Steinbart (2016:12) mengemukakan kualitas informasi

akuntansi sebagai berikut “indikasi dari kualitas informasi akuntansi adalah men-
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gurangi ketidakpastian mendukung keputusan, dan mendorong lebih baik dalam
hal perencanaan aktivitas kerja.

Menurut Jogiyanto (2014:10) mengemukakan pengertian kualitas informasi
akuntansi adalah kualitas informasi dapat digunakan untuk mengukur kualitas
keluaran dari sistem informasi. Kualitas informasi berupa dokumen operasional
laporan yang terstuktur yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: rel-
evan, tepat waktu, akurasi, kelengkapan, ringkas. Kualitas informaso merupakan
model pengukuran yang berfokus pada keluaran yang diproduksi oleh sistem, ser-
ta nilai dari keluaran bagi pengguna.

Azhar Susanto (2013:14) menyatakan bahwa kualitas informasi akuntansi
adalah informasi yang mempunyai keakurasian, kecepatan, dan kesesuaian dengan
kebutuhan manajemen dan kelengkapan dari informasi yang dihasilkan.

Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2014:57) mengatakan kualitas in-
formasi akuntansi keuangan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengorgan-
isasi formulir, catatan, dan suatu laporan yang dikoordnasi untuk menghasilkan
informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan.
2.1.3.2 Indikator Kualitas Informasi Akuntansi

Menurut Rudianto (2012:21) indikator kualitas informasi akuntansi keu-
angan adalah sebagai berikut:

1. Dapat dipahami
Kualitas informasi penting yang disajikan dalam laporan keuangan adalah

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna.
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Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan
pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas
relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi
pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa
Kini, atau masa depan.

Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan harus andal. Informasi akan mem-
iliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan
material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau
jujur dari yang seharusnya disajikan, atau yang secara wajar dharapkan dapat
disajikan.

Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar
periode untuk megidentifikasi kecenderungan posisi keuangan.

Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap
menurut batasan materialitas dan biaya.

Tepat waktu

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat memenuhi kepu-
tusan ekonomi para penggunanya.

Indikator kualitas informasi akuntansi menurut Lilis Puspitawati dan Sri

Dewi Anggadini (2011:13-14) adalah sebagai berikut:
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1. Akurat (Accuracy)
Informasi diharuskan mencerminkan keadaan yang sebenarnya, artinya infor-
masi bebas dari kesalahan, tidak bias atau tidak menyesatkan, akurat dapat di-
artikan bahwa informasi itu dapat dengan jelas mencerminkan maksudnya.

2. Tepat waktu (Timeliness)
Informasi harus tersedia pada saat informasi tersebut diperlukan. Informasi
yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Didalam pengambilan
keputusan, informasi yang sudah usang tidak lagi ada nilainya, apabila infor-
masi terlambat datang sehingga pengambilan keputusan terlambat dilakukan
hal tersebut dapat berakibat fatal bagi perusahaan.

3. Relevan (Relevance)
Informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Informasi
yang disampaikan harus mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan
dibahas dengan informasi tersebut. Informasi yang disampaikan harus dapat
bermanfaat bagi pemakainya.

4. Lengkap (Complete)
Informasi yang diberikan harus lengkap secara keseluruhan dalam arti tidak
ada hal-hal yang dikurangi dalam menyampaikan informasi tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran
Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perim-

bangan Kekuasaan Pusat dan Daerah bersamaan dengan lahirnya otonomi daerah
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di Indonesia, yang diterapkan pada setiap daerah yang tersebar pada 34 Provinsi di
Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kebebasan da-
lam menjalankan dan menyusun setiap agenda yang akan dijalankan di daerah ter-
sebut.

Otonomi daerah dijalankan oleh pemerintah daerah serta peran aktif
masyarakat setempat dalam kebijakan daerahnya. Menurut Undang-Undang No-
mor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah adalah
kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh kepala daerah
yang dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah adalah lembaga pada
pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah di daerah yang dibentuk oleh masing-masing daerah
berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah.

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah, diperlukan keputusan yang tepat. Yang menjadi salah satu
faktor utama dalam memberikan keputusan adalah informasi akuntansi yang
berkualitas.

Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2014:57) mengatakan kualitas in-
formasi akuntansi keuangan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengorgan-
isasi formulir, catatan, dan suatu laporan yang dikoordnasi untuk menghasilkan

informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan.
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Dalam instansi pemerintahan, informasi akuntasi memiliki peranan penting
dalam terbentuknya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Informasi
akuntansi yang dapat digunakan memiliki kriteria akurat, tepat waktu, relevan dan
lengkap. Sesuai dengan kriteria yang digunakan untuk menyusun Laporan Keu-
angan Pemerintah Daerah (LKPD), berarti pemerintah daerah dapat mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam meningkatkan kualitas informasi akuntansi, instansi pemerintah dapat
menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance),
serta dapat dibantu dengan staf akuntansi yang kompeten.

Menurut United National Development (UNDP) dalam Mardiasmo
(2018:22) mendefinisikan good governance adalah “the exercise of political, eco-
nomic, and administrative authority to manage a nations’s affair at all levels”.
Kutipan ini dapat diartikan bahwa good governane lebih menekankan aspek poli-
tik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan keuangan negara.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good government govern-
ance) dapat dibuktikan dengan adanya kesesuaian pengelolaan anggaran oleh
pemerintah daerah dengan laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan diterapkannya prinsip good governance dapat meningkatkan kualitas
informasi akuntansi, hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh Jajang Badruzaman (2014) menunjukan bahwa penerapan good government
governance berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi, artinya
kualitas informasi akuntansi tidak terlepas dari penerapan good government gov-

ernance itu baik maka kualitas informasi akan semakin baik. Selain itu juga
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penelitian yang dilakukan oleh Fera Pratiwi Zai, Sahala Purba, dan Arison Na-
inggolan (2020) menyatakan bahwa penerapan good government governance ber-
pengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Kompetensi menurut Edison, Anwar, dan Komariyah (2016:142) adalah ke-
mampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan mem-
iliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan
(knowledge), keahlian (skill), dan sikap (attitude).

Informasi akuntansi yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan
adalah informasi yang memiliki kualitas tinggi. Kualitas laporan keuangan juga
dipengaruh oleh kompetensi dari pembuat laporan tersebut, sesuai yang disam-
paikan oleh Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan, Moermahadi Soerja Djanegara
mengatakan bahwa kualitas laporan keuangan sangat terkait dengan kompetensi
professional dari pembuat laporan keuangan, rendahnya kualitas laporan keuangan
juga sangat terkait dengan tidak adanya aturan yang mewajibkan pembuat laporan
keuangan mempunyai kompetensi dalam bidang akuntansi. Selain itu Jajang
Badruzaman (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kompetensi staf
akuntansi menjadi sangat penting seiring dengan tuntutan masyarakat dan
pemerintah pusat yang mensyaratkan pemerintah daerah harus menyampaikan dan
menyajikan laporan keuangan yang memenuhi standar, tanpa adanya staf akuntan-
si yang kompeten tentu akan sangat sulit untuk menciptakan informasi keuangan
yang berkualitas.

Dengan demikian, adanya kompetensi staf akuntansi akan berpengaruh ter-

hadap kualitas informasi akuntansi, hal ini sejalan dengan penelitian yang telah



36

dilakukan oleh Jajang Badruzaman (2014) menujukan bahwa kompetensi staf
akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi yang artinya
kualitas informasi akuntansi tidak terlepas dari kualifikasi staf akuntansi jika
kualifikasinya baik maka akan mendukung terhadap pembuatan pelaporan.

Selain itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Nyoman Ari
Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Nyoman Ari Surya Darmawan
(2014), Dariana dan Jonase Oktavia (2018), dan Arizal Kamal Pasha (2018) juga
menunjukan bahwa kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif signifikan ter-
hadap kualitasa laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh lwan Hermansyah dan Rina Marliana (2019)
dan Putra Mhd Nazrin (2017) menunjukan bahwa Kompetensi Staf Akuntansi
berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Keuangan Daerah.

Penerapan good government governance akan terlaksana dengan baik jika
didukung dengan tingkat kompetensi staf yang baik. Seperti yang disampaikan
oleh Ria Herlina, Taufeni Taufik, dan Azwir Nasir (2021) faktor-faktor yang
mempengaruhi akuntabilitas yang merupakan salah satu indikator dari penerapan
good government governance adalah kompetensi. Kompetensi merupakan ke-
mampuan, pengetahuan, dan keterampilan, dan perilaku yang perlu dimiliki oleh
setiap pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas secara efektif (Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik In-
donesia Nomor 3 Tahun 2020). Apabila ASN memiliki kompetensi yang baik,
maka diduga tindakan korupsi yang merugikan daerah dan negara tidak akan dil-

akukan oleh ASN yang bekerja pada instansi tersebut. Penelitan tersebut sejalan
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dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Leny Nofianti dan Anggrieta Denzi-
ana (2019) mengemukakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah ber-
pengaruh signifikan terhadap penerapan good government governance dan
penelitian yang dilakukan oleh Ilham Syahbana (2019) juga mengemukakan bah-
wa kompetensi berpengaruh positif dan secara signifikan terhadap penerapan good
government governance yang mengindikasikan bahwa semakin besarnya tingkat
kompetensi pegawai maka semakin efektif pegawai dalam menerapkan good gov-
ernment governance. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Jajang Badru-
zaman (2014) menyatakan bahwa secara parsial kompetensi staf akuntansi ber-
pengaruh negatif terhadap penerapan good government governance, yang artinya
penerapan good government governance akan baik jika staf akuntansi tidak kom-
peten.

Dari hasil kerangka pemikiran dan juga didasari oleh penelitian terdahulu,
penulis mengajukan penelitian dengan judul “Pengaruh Implementasi Good
Government Governance dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas
Informasi Akuntansi” maka berikut digambarkan kerangka pemikiran teoritis

dan indikator yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:99) hipotesis merupakan jawaban sementara
terhadap rumusan masalah penelitian. Dengan demikian, hipotesis dapat dinya-
takan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawa-
ban yang empiris. Hipotesis dibuat berdasarkan teori sehingga menjadi dasar dari
model konseptual dan seringkali berhubungan dalam sifatnya.

Berdasarkan kerangka penelitian teoritis, maka hipotesis dapat dirumus-
kan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan antara Implementasi Good Government Governance dan
Kompetensi Staf Akuntansi.

2. Implementasi Good Government Governance dan Kompetensi Staf Akuntansi
secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi
Akuntansi.

3. Implementasi Good Government Governance dan Kompetensi Staf Akuntansi
secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informa-

si Akuntansi.




